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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulisan hukum ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut; 

Akibat hukum terhadap anak dari kawin kontrak adalah dianggap 

sebagai anak tidak sah. Anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah 

karena akibat dari perkawinan yang tidak sah, dampak atau akibatnya adalah 

anak tersebut tidak dapat dicatatkan di pencatatan sipil, sehingga anak 

tersebut tidak memiliki akta kelahiran. 

Anak akibat kawin kontrak adalah anak hasil dari perkawinan terlarang 

atau dari perkawinan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum Indonesia. 

Kawin kontrak dikatakan sebagai perkawinan menyimpang dari ketentuan 

hukum positif, yakni Undang-Undang Perkawinan, dan kawin kontrak ini 

sangat merugikan, khususnya anak. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disebutkan, saran yang 

akan disampaikan sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat, sebaiknya lebih mengetahui terkait dengan 

peristiwa sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya 

mengenai kawin kontrak yang memberikan dampak buruk terhadap 

kehidupan sosial khususnya kepada anak, bahwa anak tersebut tidak 

memiliki hak.
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2. Kepada pemerintah, sebaiknya dapat lebih berperan aktif untuk 

memberantas permasalahan sosial ini, yaitu perbuatan kawin 

kontrak. Jika perlu, pemerintah membuat peraturan yang mengatur 

terkait dengan larangan perbuatan kawin kontrak ini, agar tidak ada 

lagi perbuatan kawin kontrak di masyarakat. 
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